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WALI KOT A SERANG

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan -

_ Premden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas. : .
o Peraturan Pres1den Nomor 33 Tahun 2020 tentang"

| Standar Harga Satuan Reg10na1 maka pedoman
pelaksanaan anggaran pendapatan dan- belama« daerah T

yang telah dltetapkan perlu dllakukan penyesuaian; -

bahwa berdasarkan pertlmbangan : sebagalman'av

» .'dlmaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan*‘

_ ~WaI1 Kofa tentang Perubahan atas Peraturan Wah Kota
‘Serang - Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman
; Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah _}
'Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang PR
Pembentukan Kota Serang di Prov1ns1 Banten (Lembaran - o
"Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor- 98 e
- Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a Nomor K

4748);

. -Undang-Undang Nomor | 23 Tahun 20 14 teritang'

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran .
‘Negara Repubhk Indones1a Nomor . 5587) sebagalmana 3 :
telah beberapa kali: dlubah terakhir dengan Undang—
}Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemenntah Penggant1 Undang—Undang Nomor

2 Tahun 2022 -tentang Clpta Kerja - menJad1 Undang— o
B .‘ Undang (Lembaran Negara Repubhk Indonema Tahun‘
s f:j' 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Repubhk'v -

'Indones1a Nomor 6856), o |

3 Undang—Undang - ,.



‘Nomor 112);
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Undang—Undah‘g Nomor 1 Tahun 2022 fentahg ,Hubungan
Keuangan antara 'Pemebrintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lémbarah Negara Republik  Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Norﬁor 6757); _ ,
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang |
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (LEmba_ran ‘Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, ‘Tambahan Lembaran Negara Republik -
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20 12 tentang
Hibah Dderah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Non‘ior 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272); |
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembai'an
Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 92,

Tambahan_Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor
| 5533y ,s*ebégai‘rﬁaﬁa telah  diubah derigar Peraturart
k_ ‘Pemerintah Ndmdr 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
_atas Peraturan Pemermtah Nomor 27 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesm Tahun 2020

- Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik

~ Indonesia Nomor 6523)

Peraturdan Pemeriritah Normior 12 Tahun 2019 tenta:ng
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik VInd(’)nesia Tahun 20 19 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negarar Republik Indonesia Nomor 6322) ;
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standaf Harga Satuan Regional (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana
telah diubah dengém P‘e‘fatﬁfaﬁ Presiden Nomior 53 Taliurn

2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor

33 Tahun 20210 tentang Standar Harga Satuan Regional

(Lembaran = Negara Republik Indonesia Tahun 2023

9. Peraturan....
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman ~Péhgelolaan Barang Milik 3 Dvaerah
(Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2016 Nomor
547L ; E

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan'D‘aerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781); o e

1 1.} Peraturanf Méﬁfeﬁ Agraria dan Tata Ruang / Kébpkal‘a' Badan
Pertanahan Nasional ’Nomor 19 Tahﬁn ‘ ’2021“7~tkelk'1ta‘tng
Ketentuan Pelakséhaan Pératuran Pemerintah Ndmot 19
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
bagi Pembangunan untuk Kepentmgan Umum (Benta
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Serang (Lembaran Daerah Kofa Serang Tahun 2016
Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturank
Daerah Kota Seré.ng Nomor 9 Tahﬁn 2020 tentang
Perubahan étaé Peraturan Daerah Kota Serahg Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota
Serang Tahun 2020 Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemba:an Daerah
Kota Serang Tahun 2022 Nomor 1, Tam‘bahan?Lér‘n/baran
Daerah KotaS'erang Nomor 123); | '

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN "ATAS

| PERATURAN WALI KOTA SERANG NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG =~ PEDOMAN  PELAKSANAAN  ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | o



B f_4_‘  '
; PasalI ~
Ketentuan BAB IV Huruf C angka 2 huruf a angka 2) huruf q Lamplran
Peraturan Wali Kota Serang Nomor 73 Tahun 2023 tentang Pedoman
Pelaksanaan APBD (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 269) dubahk
dan ditambah ketentuan angka (33), angka;(34), angka (35),‘ angka (36), angka
(37), dan angka (38) rsehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
bLampiran yang merupakan bagian t‘idak‘t'erpisahkan dari Peraturan Wali Kota

~ ini.

Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Wali Kota ini dengan penenipatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang :
pada tanggal 15 September 2023

- WALI KOTA SERANG

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 15 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

; K;ANG SAEFUDIN E

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN-2023 NOMOR 321




5.

LAMPIRAN |

' PERATURAN WALI KOTA SERAN G
NOMOR 44 TAHUN 2023 ,
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NO 73
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN

PELAKSAAAN -~ ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH. . o R

q. Belanja PerJalanan Dinas

(0

@

PerJalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan
ke tempat yang dituju baik dalam Daerah, melewati batas Daerah,
darr/atau ke luar megeri, umtuk melaksanakar tugas damn kembali ke
tempat kedudukan semula. ‘ ' |

Biaya perjalanan dinas dapat diberikan kepada CPNS, ASN, pegawa1
non-ASN/tenaga perikatan . serta pegawai pada

kementerian/ lembaga /instansi/ pemermtah daerah lain "dan

i masyarakat dalam' rangka mendukung pencapa1an output keglatan

©)

perangkat daerah dengan ketentuan: ,
(af ASN yang merdapat tugas taribahiar Sebagar pelaksana tugdas,
dapat menerima biaya petjalanan dinas sesuai Jabatan pelaksana
| tugas kecuah uang representasi; dan
(b) Perjalanan dinas yang mengikutsertakan masyarakat, PNS
kabupaten/ kofa/ pusat dan TNI/POLRI dipefhitungkan dalam
belanja perjalanan dinas disetarakan dengan biaya perjalanan
dinas PNS yang d_idampingi atau mendampingi. | |
Perjarénaﬁ dinas beigi pegawair noti-ASN/tetiaga pefikatan hatiya dapat
diberikan dalam rangka pendampingan tugas ASN‘dengan ketentuan
sesuai dengan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan
Kota Serang pada tahun yang berkenaan. -
Pegawai non-ASN/tenaga perikatan dalam rangka pendampmgan
tugas ASN yang melakukan kegiatan ke lapangan harus memberikan
kontribusi terhadap target ’kegiatan ‘,(output dan outcome), dan
merupakart bagiarn dari nilai kirerja yang aipabﬂ'a tidak tercapai akarn

diberikan sanksi sesuai ketentuan.

. Biaya perjalanan dinas terdiri dari:

(a) Dbiaya transportasi (real cost);



)
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(b) uang harian (lumpsum) pélja_lanan dinas merupakan penggantian

| biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan peﬁhtah
perjalanan dinas sesuai sténdar harga satuan tahun yang
berkenaan; | | |

(c} biaya penginapan (at cost); dan

(d) representasi (lumpsum) perjalanan dinas hanya diberikan kepadé

| pejabat negara, pejabat Daerah, dan pejabé.t eselon 11 yang

melaksanakan perjalanan' dinas jabatanj dalamv' rahgka
pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
’Uang representasi perjalanan dlnas diberikan sebagai penggant1
atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat
negard, pejabat Dderati, dar pejabat eselon II dalam rargka
perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi yang
diberikan secara lumpsum.

Sewa kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada pejabat negara

 untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.

)

Sewa sarana mobilitas sebagaimana dimaksud pada angka (5)‘

termasuk dalam komponen perjalanan dinas b1aya transportas;

- sebagaimiana dirmaksud pada angka (4) huruf a.

(7)

Biaya transportasi dlbayarkan secara riil (at cost). Dalam hal :

‘ perjalanan dinas dilakukan lebih dari 1 (satu) hari, biaya transportasi

@)

9

dapat dibayarkan sesuai perjalanan yang dilakukan.

‘Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara

biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan maka biaya‘
perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas
dilaksariakart. | A

Pembelian BBM untuk transportasi dilakukan sesuai dengan surat

- penugasan.

- (10)

Pejabat negara, ASN, dan non—ASN /tenaga perikatan d'ilar"éng"'

- menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk

‘(11)

perjalanan dinas yang dllakukan dalam waktu yang sama.
Pertanggungjawaban biaya penginapan berupa bukti pembayaran |

hotel/tempat penginapan, dalanr hat pelaksana perjalanan dinas tidak a
menggunakan fasilitas hotel atau témpat penginapan lainnya kepada
yang bersangkutan diberikan biaya penginapan éebesar 30% (tiga
puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan
tingkatan pelaksana perjalanan dinas. |

| (12) Lamanya .....
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(12) Lamanya perjalanan dinas diatur sebagai berikut:
- (a) lama perjalanan dinas dlsesualkan dengan surat penugasan dan
(b) ‘jumlah hari perjalanan dinas bagi ASN dan non—ASN/ tenaga
' penkatan diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang Standar
Harga Satuan Kota Serang tahun berkenaan.

(13) Pelaksanaan perjalanan dinas dapat dilaksanakan pada hari libur,
dengan melampirkan data pendukung/kelengkapan sebagai berikut:
(a) surat perintah tugas; dan |
(b) surat undangan dari instansi/penyelenggara.

(14) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan meleb1h1 Jumlah hari
yang d1tetapkan dalam Surat Permtah Tugas (SPT) dan tidak
disebabkarn oleh kKesalahar fkelalaian pelaksarna SPT dapat diberikan
tambahan uang harian dan blaya penginapan dari alokasi perjalanan
dinas rutin. . | | |
Tarhbahan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud
daipat dimintakan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan

- dengan melampirkan dokumen berupa |
(a) surat keterangan kesalahan/ kelalaian dari syahbandar/ kepala
bandar‘a / perusahaarr jasa tr'aﬁsportasr lairinya; '
(b) surat keterangan perpanjangan tugas dari pembefi tugas; dan
(c) surat dari penyelenggara kegiatan. | : v

(15) Biaya perjalanan dinas untuk ASN yang meng1kut1 dJklat yang
dilaksanakan di dalam wilayah Kota Serang maupun di luar w11ayah
Kota Serang dapat diberikan biayé perjalanan dinais sesuai dengan'
surat penugasan. | '

(16) Bratya perjalararn dinas - etk ASN, norr—ASN/tenaga perikatan yang
meng1kut1 ~ rapat/sosialisasi/ workshop/bimtek/seminar -  yang
dilaksanakan di dalam wilayah Kota Serang maupun di 'lﬁar wilayah

Kota :Serang dapat diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang
harian dan biaya transportasi apabila akomodasi disediakan oleh ‘
penyelenggara. | |

(17) B1aya perjalanan dinas untuk ASN, non-ASN/tenaga perlkatan yang .
mengtkuti rapat/sosialisasi/ workshop/bimtek/semminar terkait dengan
peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatlhan yang
d11aksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non—pemenntah '

yang bekerja sama dan/atau dnekomenda31kan oleh instansi terkalt.

(18) Pejabat .....
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Pe_]abat yang menandatangam Surat Penntah Tugas (SP’I‘) d1atur
sebagai berikut:

| (a) Wali Kota dan Wakil Wali Kota ditandatangani oleh Wali Kota;

(b) Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota;
(c) Sekretarfs Daerah untuk Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Wali
~ Kota, Kepala SKPD dan Sekretaris KPU; ' ' i '

- (d) Sekretaris Daerah dapat mendelegas1kan kepada As1sten

Sekretaris Daerah bagi pejabat eselon III di hngkungan Sekretarlat
Daerah;

- (e) Asisten Sekretaris Daerah dapat mendelegasikan kepada esélon III

bagi eselon IV dan pelaksana di lingkungan Sekretariat Daerah;

(ff Kepala SKPD trtuk pejabat eselon LI pejabat eselorn IV dan
pelaksana/fungsional umum/tertentu di lmgkungan SKPD yang
_ bersangkutan

(g) Kepala SKPD dapat mendelegas1kan kepada Kepala TU /Kabag -

Umum/Sekretaris untuk pejabat eselon III, IV dan pelaksana; dan

(h) Camat dapat mendelegasikan kepada kepala‘ kelurahan untuk

20)

pejabat eselon IV dan pelaksana di llngkungan kelurahan yang
bersangkutan s o _
Uang transport keglatan pada kode rekemng belanja perjalanan dinas
dalam daerah, diberikan oleh SKPD penyelenggara kegiatan kepada
ASN, CPNS dan non-ASN/masyarakat sebagai  peserta
sosialisasi/diklat/seminar/ lokakarya /munas/bimtek/ workshop / rapat
/ hearmg/ d1alog atau sejenisnya secara non tunai.
Apab11a non-ASN/anggota masyarakat yang hadir tidak memiliki
rekeninig, uang tramsport dapat di transfer melalui koordinator

masyarakat, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) orang koordinator

. maksimal hanya menampung untuk 5 (lima) orang peserta yang hadir,

- 21)

"besaran uang transport diatur dalam standar harga satuan tahun

‘ berkenaan.

Untuk uang transport pada kegiatan hearing/dialog anggota DPRD

-uang transport bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening dapat

- ditranisfer pada rekening arnggota DPRD yang melaksanakan kegiatar

(22)

“TUP, LS, dan GU.

tersebut, dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak (SPTJM).

Pencairan belanja perjalanan dinas dilakukan dengan mekanisme

(23) Format



(23)

oy

Format SPPD dan laporan ‘hasil perjalanan dinas sebaga1mana

* tercantum dalam format 8 dan format 9 Lampiran II Peraturan Wali

(?4)

(25)

(26)

Kota Serang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah.

Format surat pernyataan pengeluaran riil sebagalmana tercantum :
dalam format 10 Lampiran II Peraturan Wah Kota Serang Nomor 7 3
Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan |
Belanja Daerah. ,

Format rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam
formdt 11 Lampiran Il Peraturan Wali Kota Serang Nomor 73 Tahun
2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belarja Daerah.

Dokumen ‘ administrasi pertanggungjawaban/Surat

Pertanggungjawaban (SPJ) dalam pelaksanaan belanja peljalanan

" dinas dalam w1layah Kota Serang sebagai berikut:

" (a) Dalam rangka koordinasi dan konsultasi:

(27)

i.  surat tugas atau surat perintah;
ii. visum; -
fif.  laporar hasil perjalaﬁaﬁ dirtas; dati
iv. bukti tanda terima nontunai.
(b) Dalam rangka menghadiri undangan
i undangan;
ii. surat tugas atau surat perintah,;
ifi. visum; |
iv. laporan hasil perjalanan dinas; dan |
v.  bukti tarnida terinta nornturiai. _
Dokumen administrasi pertanggungj awéban / Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) dalam pelaksanaan belanja peljalanan
dinas luar wilayah Kota Serang sebagal berlkut
(@) Dalam rangka koordinasi dan konsultasi serta pengiriman
dokumen: .
1. -~ surat tugas atau surat perintah;
ii. visumg
iii. laporan hasil perjalanan dinas;
iv. bukti tanda terima nontunai;
v. struk bahan bakar mmyak
vi. struk tol;

vii. struk .....



(b)

(c)

(d)
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struk parkir;

Vii.

viii. bukti pembayaran akoinodasi; |

ix. bukti pembayaran sewa kendaraan; dan /atau ; 7

x. tiket moda transportaSI (termasuk boarding pass, alrport tax).'
Dalam rangka diklat: '

i. . surat tugas atau surat permtah

ii. visum;

iii. laporan hasil perjalanan dinas/ pelaksanaan diklat;

iv. surat perlntah bayar;

V. rincian per_]alanan dinas;

vi. bukti tanda terima nontunai;

vii. struk bahan bakar minyak;

viii. struk tol;
| ix. struk parkir;

x. bukti pembayaran akomodasi;

xi. bukti pembayaran sewa kendaraan; dan /afau‘ ,

xii. tiket moda transportasi (termasuk b>oarding pass, 'airpbrt tax).':

dalam rangka rapat/sosialisasi/workshop/bimtek/seminar:

i
ii.
iii.

iv.

vii.

viii.

.

Xii.

Xiii.

undangan;

- surat tugas atau surat périntah;

visum,; v

laporan hasil perjalanan dinas;

surat perintah bayar;

rincian perjalanan dinas;

bukti tanda terima nonturiai

struk bahan bakar minyak;

bukti pembayaran akomodasi;

bukti pembayaran sewa kendaraan; ,
tiket moda transportasi (termasuk boarding paés, airport tax) ;V
struk tol; dan /atau

struk parklr

Kelengkapan sebagalmana ‘di maksud pada huruf (a) huruf (b)‘,"

dan huruf (c) sesuai dengan peruntukannya.

dalam  hal bukti pengeluaran transportasi. dan/ atau

- penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada hufuf (a), huruf -

dan huruf (c), tidak diperoleh karena hal teknis dan tidak

bersifat terus menerus, pertanggungjawaban biaya perjalanan - |

dinas dapat menggunakan daftar pengeluaran riil.

(28) Daftar .....
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(28) Daftar pengeluaran riil sebagalmana d1maksud pada angka (27) huruf
(d) sebagaimana dokumen adm1mstra51 SPJ, belanJa perjalanan dinas
‘dalam rangka ,pendampmgan/ asistensi oleh non-ASN/ anggota :
masyarakat Kota Serang sebagai berikuf: | |
| (é] surat permohonan pendampihgan /asistensi;

| (b) surat tugas atau surat perintéh;
' (c) visum; '
~ (d) laporan hasil perjalanan dinas;
() surat perintah bayar;
- (f) rincian perjalanan dinas;
 (g) bukti tanda terima nontunai; |
- (hy struk bahan bakar mirnyak;
- (i) struk tol;
(j) struk parkir;
(k) kuitansi sewa kendaraan;
() kuitansi sewa penginapan;
~ (m) tiket moda transportasi; danr/ atau

‘ ‘(n) boarding pass.

(29} Doku'men yang harus dﬂamprfkaﬁ dal‘arn rarigka pefnbebaﬁari bxa‘ya

-pembatalan meliputi: ; :
(a) surat pernyataan pembataian» tugas perjalanankdinas jabat‘an‘da'ri _
” pejabat pemberi tugas sebagaimana tercantum dalam format 12
Lampiran II Peraturan Wali Kota Serang Nomor 73 Tahun 2022
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah; | |
(b)‘ surat permydtaart pembebaﬁart biaya pembatalan perjalariarn dxrras
jabatan yang dibuat sebaga.lmana tercantum dalam format 13
lampiran II Peraturan Wali Kota Serang Nomor 73 Tahun 2022
| tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Daerah; ‘ o
(c) pernyataan/tanda bukti besai'an pengembalian biaya ‘tra:iSportasi
| dan/atau biaya biaya penginapan dari Perusahaan jasa
| trafisportasi dati/atau penginapan yarg di sahikan oleh PA/KPA.
(30) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas jabeitan,
yang disebabkan keadaan tertentu di luar kéndali, pelaksana
perjalanan dinas, biaya pémbatalan dapat dibebankan pada
~ DPA/DPPA SKPD. ' | S |
| 31 Keadagh
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(31) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka (30) nieliputi:

(a) pelaksana perjalanan dirias dalam kondisi sakit yang dibuktikan
dengan surat keterangan dokter; | |

(b) meninggalnya keluarga inti dan orang tua; atau

(c) kecelakaan. | o ,

(32) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan:

(a) biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; dan

(b) sebagian atau seluruh' biaya tiket transportasi atau biaya
penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund oleh penyed1a
jasa.

(33) Pejabat Negara, Pejabat Daerah ASN dan pihak lain selaku pelaksana .
perjalanart  dirtas Wa_]Ib mienipertariggurigiawabkarn pelaksaraarn
perjalanan  dinas kepada pemberi tugas. Selanjutnya,
pertanggling]'awaban biaya perjalanan dinas dfsampaikan kepada
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5
(Lima) hari kerja terh1tung setelah pezjalanan dinas dilaksanakan.

(34) Biaya Perjalanan Dinas sebagalmana dimaksud pada angka (1) dapat
“diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD. ‘

(35) Pertanggurigiawabari perjaraﬁaﬁ dinas datarm ﬁeg'e‘rif bagt pi‘rnpinaﬁ
dan  anggota DPRD ~ dilakukan ~ secara lﬁmpsum dengan
memperhatikan prinsip eﬁsieﬁsi, efektivitas, kepatutan, kewajaran,
dan akuntabel dengan tetap melampirkan bukti pertanggungjawaban
perjalanan dinas atau melaksanakan kegiatari dengan tidak mengikat
terhadap tarif dan harga yang terdiri dari: '

(a) Biaya transportasi diberikan secara lumpsum;

(bf Uang hdrian perjalanan dfﬁas merupakarn pernggdritian biaya
keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan
dinas sesuai standar harga satuan tahun yang berkenaan
(lumpsum); 7 o |

~ (¢) Biaya penginapan (lumpsum); dan

(d) Representasi perjalanan dinas diberikaﬁ dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang
representasi petjatanan dinas, diberikarn sebétgai penggatiti atas

- pengeluaran tambahan dalam k’rangka perjalanan dinas seperti
biaya tips porfer,r tips  pengemudi yang‘ diberikan secara
lumpsum. | | | |

- (36) Pertahggungjawaban .....



(36)

(37)
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Pertanggungjawaban sebagaimana angka (35) sesuai dengan lamanya
hari perjalanan dinas yang dilaksanakan. Dalam hal biaya perjalanan
dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi
dari biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan
wajib disetor/dibayarkan kembali ke RKUD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas bagi

pimpinan dan anggota DPRD, terdiri dari: :

(@) surat tugas yang sah;

(b) SPD yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran dan pejabat di terripat pelaksanaan
perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan
perjalanan dinas; | |

() kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas

lumpsum;

(d) pakta integritas sebagai pernyataan tentang komitmen untuk

(38)

pelaksanaan perjalanan dinas sesuai surat tugas; dan

() uang harian sebagaimana pada angka V‘ (35) huruf (b)
menggunakan kuitansi dengan besaran sesuai dengan standar
biaya umum; dan | ‘

(f) laporan pelaksahaan perjalanan dinas yang ditandatangani
pelaksana perjalanan dinas dengan | melampirkan
dokumentasi/foto kegiatan.

Pimpinan dan anggota DPRD selaku pelaksana perjalanan dinas wajib

mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada

pemberi tugas. Selanjutnya, pertanggungjawaban biaya perjalanan /

dinas disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran paling lambat 5 (Lima) hari kerja terhitung setelah
perjalanan dinas dilaksanakan.

WALI KOTA SERANG,

SYAFRUDIN



